SALINAN

PRESIDEM
REFLALIK INDOMNESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPLBLIK INDONESIA
MOMOE 17 TAHUMN A0
TENTAMNG

PERUBAIIAN ATAS PERATLRAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERT SHPIL

DEMGAN EAHMAT TLUHAN YANG MAHA E5A

Memimbang

Mengmnpgat

Sk Mo 023518 4

PEESIDEMN REFUBLIK INDCGNESIA,

bahwa uwntuk menngkatkan pengembangan kaner,
prmenuhan kebwuiohan organizasi dan peogembangan
kompetensi Pregawai Nepeel Sapil, perlo menpubah
peberapa  kcteniuan  dalam Peraturan Pemenntah
Nomer 11 Tahun 2017 temang Manaxemen Pegawal
MNegeri Sipil;

bahwa Dberdasarkan pertmbangan sebagaimana
dirnaksud  pada hural a, perlu menelapkan
Peraturan Pemerintah Hepubbbk Indonesia tentang
Peruhahan Aras Peraturan Pemeciniah Momoer 11
Tahun 2017 tentang Manajcmen Pepawal Negeri
Sipil;

Pazal 5 wmwat {2} Undang-Undang Dasar Negara
Fepabklik indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Momor 5 Takun 2014 tentang
Aparalur Sipil Negara [Lembaran Negara Repubbk
lodonesia  Tahwon 20014 Neomor 6, Tambahan
Lembarin Megara Republik Indonesias Nomor S4494),

Porsturan Pemmerintah Nomor 11 Tehun 20607
tertany, Maonzgetnen Pogawail Megen Sigal [Lemoaran
Megara Republik Indonesia Tabun 2017 Namer &1,
Tambalian lembaran Negara Eepublik  Indunesia
Mamar 607,

MEMUTLSEAN: | ..
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MEMUTLSAN:

PERATLIRAN PREMERINTAEI REPUEBLE  INDORNESIA
TENTANG PERUEBAHAN ATAS PRERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANMG  MANATEMEN

PEGAWAT NEGERL S[PIT.

Paszal [

Beberapa  ketentuan Peraturan Pemernntah Nemer 11
Tahun 2017 temang Mangemen Pegawar Megeri Sipil
{Lcrnbaran Nepara Republik  [ndenesia Tahun 2017
Morior €3, Tambahan Lombaran MNeogara REeopublik
Tndnnesia Nomeoer G037 diubah gebapai berloat:

1. Hetentuan Pasal 3 ditambabikan 1 fsatup avat vakoi

avar {7), schingea berbunyi sehagal berikut:

Pasal 3

(1) Presiden selakul pemepang kekKuasaan tevtinge
pocmbinaan PRNS herecndang  menetaplat
pengangkatan, pemindahan, ddan
pemberhentian PNE.

[2)  Presiden dapat mendelegasikan kewenangan
menctapkan prnpangkatan, perundahan, dan
pemberhentian PNS kepada:

a. menteri < kementorian;

b pdmmpinan lembaga di lembaga pemenntah
aoonkernenierian,

g, sekeelars jenderal di sekretariat lembaga
nepaTd Jan lembapa nonstrakiural;

d.  gubernur di provinst dan

. bupatifealikata i kabupaten kota.

{3) Dikecualikan . . .
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(3 Dikecualikan  darl kelentuan sebagaimans
dimaksud pada ayat  [2], penganegkaian,
pemindahan, dan pemberhentian bagl pejabat
pirnpinan tinggi utama, pejabar punpinan tinggi
rradlya, dan pejabat fungzional keahlian utama.

(4] Ketentuan sebagrimana dimaksod pada ayal
(2] huraf a termasuk-

a. Jaksa Apung; dan
Ir. Kepala  kKeproiisiann Nepara  Republik
[pdoresesia.

[3] Hetentuan scbagaimans dimaksud pada ayal

[Z] haruf b termasak juga;
a. HKcpala Badan Intelijen Negara, dan
Ir. Pejabar lain yang ditentukan olch Preziden.

(6] Kelenluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] hurf ¢ rermasuk juga SBekretans
Mahknmah Apung.

i7]  Pendelegasian HOWETLEATI AT sebrapalmang
dimaksud pada avat (2} dapat ditasik kembali
nlely Presiden dalaen hal:

a. Pelanpgaran prinsip  sistem  merit vang
clilakukan olah PPK; atau

h, Unluk meningkatksm efeldifas pervelenpgaraan
pemnerintahan.

D1 antara Pasal 39 dan Pasal 25 disisipkan | (satu)
pasal vakii Masal 34A. schingea berbupnyn sebapan
berikur:

[*asal 334A

(1} Dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan
(Pendidikan dan pelatithan terinicgrasi)  hagl
Calenn PWNE tidak dapat dilaksanakan dalam
masa  percobaan  karena kondisy lerlentu,
pengangkatan Calon PHNS menpadi FNS dapat
dilakukan =etelah Calon PNS mengikuat dan
tulus pelatihan prajabatan,

(2} Kondis, ...
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2] Kendis lerleniu sebagaimana ditnaksod pada
ayat (1} daretapkan aleh Menier berdasarban
pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana
dan prasarana pelatthan, sumber dava
manusia  pelatthan, danfatau kebiakan

slrdlepls nasional

Eelemivan ayal (1) dan awal [2) Pasal 46 diubah,

sehingga herbuiny sebags heriboul:

Fasal 46

(1} Pangkat MCTU Rasan kedudukar Vang
mmenunukan tingkatlan Jabatan,
(2}  Pangkal sehagaimana dimaksad pada avat (1]

diatur dalam Peraturan Pemeriniaty.

Ketentuan VPasal B&7 dmbah, =sehingpa berbunyi

sehagal benkut;

Pasal a7

(1]  Pejabat Fungsional berkedudukan dibawab dan
bertanggung jawab sccara langsung kepada
pejehal  pingnan gl madyve,  pejabat
PITLALTAN TirgEpE pralama, preabual
administrator, atau porbat penpawas  vang
memiliki keterkaitan dengan pelaksandsdan
tugas JF.

[2]  Penentuan  beorkedudukdan dan bertanpsuang
Jawmalty secara lanpgsung sebagaimans dimaksad
pada ayar [1] disesuaikan dengan struktur

OTPAOESASL TIERINE-TNASINE INAIENS] pemerinrah.

S. Ketenluan . .
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Krotenruan ayat [1] Pasal 74 ditambahkan 1 {satu)

buraf vabkm huraf o, sehinpga berbunyt sebages

P ea ko

{1]

i2]

(3]

(4]

Pasal 74

Pengangkatan PNE ke dalam JF keahlian dan
JF keterammplan dilakukan melal

pengangkatan:

a. pertarna;

b, perpindahan dan Jabatan lain;

C.  penyesuaian: arau

d.  promasi.

Selaan pengangkatan scbapaimana dunaksud
pada ayal (1], pengangkdaran ke dalam JF
lertenty dapat dilakukan melaluy pengangkatan
PFPK.

Jonis JF terientu sebagnimans dimaksod pada
avdat [2) diatur deogan Peraturan Presicden.

Kerentuan lelwh lanjut mengenal tata cara
pengangkatan JF meldlul pengaogkatan PPPK

diatur dengan Peraturan Pemerintak.

Ketentuan Pasal 75 ayat (1] hurnd ¢ dihapus,

schingpa berbunyi schags herikout:

(1)

Pasal 74

Penpangkatan dalam  JF keahlian melalal
penganpkatan pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 gyvat (1) huraf & harus

mernenu il persyacaian sebhagai evikut.

a. bersratus PNS;
L. memiliki inrepritas dan  moralita:  yvang
baik;
¢ sehat ...
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¢ sehar jasman: dan rohani;

d. hkerjazah  paling rendah sanana  atauw
diploama 1V scsual dengan  kualifikas:
pendidikan vang dibutuhkan;

e dihapus;
nilai prestzel kerja paling sedikil berniian
baik dalam 1 (satu] tahun terakhic; dan

g syarat lainnya  wvang dilelapkan  oleh
Mentert,

Pengangkatan pertama sebagaimana dirmaksud

pada avyat {f] merupakan ponpangkatan untuk

mengisl lowongan kebutuhan JE yang telah

ditetapkan melalui penpadagn PHNS.

Ketcntuan Pasal 78 aval (1) huraf o« dihapus,
sehinpga berbunyi sebagar berikur:

{1]

Pasal 77

Penpangkatan dalam JF koeterampilan melalu

pengangkatan pertama sebagabmana dimaksud

dalamm  Pasal 74 ayart [1] hural a harus
memcnuhl persvaratan sebapal berikoul;
herstarus PNE,

b.  memulikl integritas dan moralitas vang
baik;

¢,  schat jasmani dan rohani:

d.  herjazab paling cercdah selolab lanjutan
limgkal ®lds AlAl setdara Hesua dengan
kuadifikaszi pendidikan yang dibutuhkan,

¢, dihapus:
nilal prestast ke paling sedikic bernilas
haik dalam 1 [satu) tahun teralchir, dan

B syarat lainnya  yang ditctapkan oleh
Menter.

[2) Penganpgkatan - . .
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Penganpkatan pertama selmpgaimana dimaksud
padd aval (1) merypakan pemgangkatan unduk
mengisl lowongan kebuatubsn JF vang telah
diretapkan melalui pengadaan PN,

Ketentuan Pasal 99 ayal (3) dilambahbkan 1 [satuw)

huraf vakni huraf s, dan dilambahkan 1 (satu] avat

vakni avat (B, sehingga berbunyy sebagay berikut:

(1]

(]

[

Pasal 90

Instanst pembina JF merupakan komeontonan,
lembaga  pemernntah  nonkementenan,  atau
kesekretariatan lemlaps nefara vang  sesuan
kexhususan lugas dan fungsinya dilelaplan
menjadl instanst pembong susta JF.

Instansl pcmbing berperan scbagal pongrlola
JIN vang menjadi tanpgging  jawabniya unrk
menjamin  lerwiidnya stancdar koalitas dan

profesicnalitas Jabatan.

Lalam melaksanakan peran scbagaimana
dirnaksud pada avat [2], ihstansi pembina
rnemilikl 1upas sebagal herikut:

4, menyuasun pedotnan formas JF,
menyusuan sangar kempetens JF;

. menyvuosun  petunjuk pelaksanaan dan
pelunjuk reknig JF,

. menyusun standar kualitas hasil kera dan
pedoman  peniaian kuslitas basil kenja
pejabal Tungsinal;

g, menvusun  pednman penubisan karva
tulis/ karya ilmiah yang bersitat inovatl ol
rdaqp tupgas JB,

[ menyusun ...
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trnestyusan kurikulur pelatihan JT5;
rnenyelerngparakan pelatihan JF;

mimbina penvelengearasan pclatihan
tungsional pada lembaga pelacihar,
menveleneparakan v kompetens: JF;
mecnganalisis kebutuhan pelatihan
fungsional <y ndang tugas JF

melakuban EEET ] AR pelunjuk
prlaksanaan dan potunjuk tcknis JE;
mengembanglan sistem infortmasi JT
memiasilitasi pelaksanaan tagas polbok JF;
memtasilitas pembentukan  oreanisasi
profest JF;

memiasilitas) penvusunan dan penecapan
korle etk profest dan kode penilaloay JR;

melakukan gkreditam pelatban funpsional
dengan mengacu kepada keotcntaan yang
tclah dicctapkan olch LAN:

melakukan pemanlauan dan evaluas
prnerapan JF di sclurubh [nstans
Femerninteh vang moenggunuakan Jabartan
terscbut;

melakukan keordinasi dengan nsans:
penpelng dalam raopka pembingan karer
priabat fungsional; dan

mciyusun infermasi fakror jabatan untuk
cvalnasi jabatan.

Ujt kompetensl schagaimana dimaksad pada
avat [3} hwul | dapat dilakukan olch Instanst
Femerintah  pengpuna JF - satelah  mendapat

alkereditasi dari instansi petnbing.

3] instans. . . .
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Instansi pembina dalam melakszanakan tugas
pengelalaan wayib o menyampaikan o secara
berkala setiap lahun hasil pelaksansan lupas
sebapaimana dimaksud pada ayat {3] buraf a,
barul b horal o, araf d, baraf e, baewd 3,
hurut bk, hurud 1, hurud m, hurud n, harad o,
buruf g, dan hurat r, peneelelaan JB vang
dibinanva  sesual dengan perkembangan
pelaksanaan I kepads Menienn dengan
tembusin kepala BEKN,

Instansl  pembina menvampalkan  sccara
berkala  setiap rahun pelakszanaan tupgaz
sehagammang dienalsod pada Avat () harel 1)
buraf . hurud h, huraf 3, dan hural p kepada
hWlenceri denpgan tembusan Kepala LAN.
Belenfumn lelyik lanjut mengenal
penyvelengearaan Ll kompelensi JF
sebagaitnana dimaksud pads ayal (3} huratb o
diatur denpan Peraturan Menrer,

Keleniuan lebibhe lanjurl mengenal penyusunan
informas: fuktor  jaleatan sehagaimana
dimaksud pada avar [3] hoarud ¢ diatur dengan
Peraturan Mciiterl,

Kerentuan Pasal 106 diubah, =ehinpga berbunyl

sehapran berilkiar:

1)

Pasal LA

JEE utama dan JPT madva teclentu dapal diis
dari kalangan non-PNS dengan persetujuan
Presiden yang penpisiannys cdilakuban secaca
terbuka dan kompotitif serta ditetaphkan dalam
Kepurusar Prosiden,

12] JPT . ..
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JPT utama dan JFT madva tertenta d1 bidang
rahasiy nopard, pertahanan, kKedmanan,
pengelolaan aparatur negeca, kesckratanatan
negara, pongelolaan sumber daya alam tidak
cdapat disl dan kalanean non-FMS

Keteniuan sehagaimand dimaksud pada ayal
(2] dapat dikecualikan sepanjang mendepalban
persctujuan dari Fresiden serelah
mendapalkan periimbangan dan Menter,
Fepala BRM, dan Memiern Kevangan,

Kerentuan lebih laojut mengeonat JPT Olama
dan JFT madya terientu yvang dapat disi dard
kalanpgan  pon-PMN5 sebapdimana dimaksud
pada avat (1) diatlur dengan Peraturan
Fresiden.

Ketennlan  Pasal 107 divhah, sehingega berhunya

sebapai berikut:

1y

Piasal 107

Persyaralan uniuk dapat diangkat dalam JPT
dart kalangan PN3 sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 135 schagal bernkut:

n. JPT urama;

1. mermliki kualifikasi pendidikan paling
rendah sanana atau diplema 1V,

2. memibiki o lens Teknis.
Kornpetens Manajernial, dat
kompetens:  Sos@l Kultural  sesual
standar komperensi Jabatan yang
diierapkan;

3. meomihkn ponpalaman Jabatan dalam
badang  rogaz yang  erkail demgan
Jabatan vong akan diduduki secara
kurmuland  palinge singkat selama
10 (sepuluh) wmhun;

4. zedanp ..
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gedang alau pernah mendudulkn JPT
iwadlys atau JF jenjang ahl ulama
paling singkat 2 [duaj tahun;

memiliki rokam jejak Jabatan,
intepritas, dan moralitas vang baik;
Eia pabing tinggs 58 [Ima puluh
delapan) tahun, dan

gehat jasmani dan rofan.

JI*T medya;

mermlibn kualifkas) pendidikan paling
retzdah zasjana atau diploema 1V,
rirctnilikl Kompctensi Teknis,
Kompelens Mlartajerial, ilarn
Kampetensi Sosial  Kultareal  sesuad
standar kompetenst  Jabatan vang
flitetaplarn,

memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas  yang  lerkait dengan
Jabdtan vang aken diduduba secaod
kumulatil paling =swngkat sclama 7
[Auguh] tabtr;

sedang ataw pernah menduodukt JUPT
pratama aldu JF jenjang ahlh wlama
paling singkar 2 Jrlua) tatvor,

mertliki rckam  jojak Jabatan,
imtepritas, dare moralitas yang baik;
usia paling ungge 28 (hma pualub
tielapan] tahun; dan

schat jasmant dan rohan.

« JFT. ..
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c.  JFT pratama:

1. memiliki kuahhikast pendidiban paling
rendah sarjana atau diplema 1V,

2, memilila Koempetens: Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
EKompetenst Sosia]l Kullural  sesaa
standar kompetenzy  Jabatan  yang
ditctapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang 1ugdas yang lerkait  dengan
Jabatan yvanpg akan didudull  secaro
kuymalatif pabing  kurang sclama 3
(litma) tabhuan;

4. gedang  arau pernah . menduduk:
Jabatan adminwstrator atauw JF jenpang
ahli madya paling stngkat 2 (duaj

tahun;

:';I

merrulik rokam SHELS Jalriarn,
integritas, dan moralitas yang baik;
€. usia paling tinggl 5% [lima puluh enarm)

tabhun; dan

7. schat jasmani dan rohani

Ketentuan porsyaratan scbagaimana dimaksud
pada avat (1) dapat dikecualikan  denpgan
terlebih dahula mendapatkan  perselujuan
Frosiden.

11. Ketonrtean
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11, Keleniuan Pasal 108 divubkah, sehingpa berbunyi
schagm borikoul-

(1)

Fasal 10K

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JET
lari kalangan non-PHNE schagaimana dimaksuad
dalam Pasal 106 aval (1) sebacai berilut:
a.  JPT utama;
1. warga negara Indonesia;
2, memilikt kualifikas) pendidikan paling
rendah pascasarjana;

3. memilik bompelens Tubniy,
Kompetensi  Manajertal, dan
Eompelens Sosial Kellural BERLIAI
standar kompetenst  Jabatan  wang
ditctapkan;

¢, memilikl pengalaman Jabatan dalam
hictarng rugAas  yanp  terkait dengarn
Jabatan vang akan diduduki
secara kumulatif paliog aingkat 15
{lima belas) tahun;

5. Lidak menjadi anggora atau Dengurus
puttal pohtik paling simgkal 5 (hirma)
tahun scbelum pondaftaran;

. Auwdak pernah dipelana denpan pidana
penjara; _

7. memilik rekam  jejak  Jabatan,
Integrtas, dan moralitas vang balk:

3. usia paling tingpl 08 (lima  puluh
delapuan) lahun;

% sehat )asmiant dan rohani; dan

lO. tidak pernabh  diberhentikan odak
dergran hiermat rlatt FME, FPPL,
prajurit Teniara Magional [ndonesia,
Aanppota Kepolisian MNegara Republik
Indomesis Brtaw pepawal SWasta.

Iv. JFT ...
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b, JPF madva;

}. warga nogara [ndonesia;

2. mermliki kuabfikasi pendidikan paling
rendabh pascasarana;

3. roernilib Kuatnpersnsi Teknis,
Kompetenzl  Manajerial, dan
Homprtens: Soesial Rultural SEELH]
statidar  kompetensi  Jabatan  vang
dibutubkan;

4. memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugss  vang  lerkall  dengan
Jabatao yang alkan diduduki
secara kumalat] paling  singhkal I
[sepluh) tahun;

5. tidak mcnjadl anggota/ peoEurus partal
politik paling zingkat 5 (lima} tahun
schelum pendaltaran;

A, fidak pernah dipidana dengan pidana
PETLIECE;

7. memiliki rekem jejak Jabatan,
integritas, dan mortahitas vang bk,

B uwia paling tingpi 58 (lima  puluhb
delapan) rahun;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10, tidak pornah diberhentikan oedak

denpan hormat dari PRS, PIPPE,
prajurlt Tentara MNasional Tndonesia,
anggota Kepolisian Megara Hepublik
[Ddonesia sty pegawd) swasla,

Ketentuan persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] dapat dikecusbkan  dengan

1erlelnh

dabulu mendapatkan  persetujuan

Presiden.

12, Keteniuan ...
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i2. Kerentuan FPazal 132 dmbah, schingga berbunn

13.

scbapai borikuat:

Pasal 132

{11 Pengisian JPT rmelalui mutasi dar satu JJPT ke
JPT wang lamn dalam satu inslans] maupun
antar instansi dapat dilakukan  melalui uj
komperensi di antara pejabat pimpinan tmggl

(2] Mutasi scbhagaimana dimaksud pada aval (1]
harus memeaentihi syacat:

a. sesuai standar komperenst Jabatan,; dan

E.  telah menduduki Jabatan paling singkat 2
[char} fahun dan paling fama 3 {lima)
taliun.

(3] Pengisian JPT sehagaimana dunaksud pada ayarc
(1} dilakukan berkoerdinasi dengan  Komisi
Aparatur Sipil Negara.

Ketentuwan hurul o Pasal 1539 dihapus, sehingga
becbunyi sebagai berikut:

Pasal 150
Persvaratan untuk dapat dianpkat dalam JPT dan
prajurit Tenlara Nasmional Incdonesia dan anggota
Kepolisian  Negara Eepublik Indeonesia  setelah

mengundurkan diri dan dinas  aktif sebapgaimana
tlimaksand dalam Pasal 157 scbagal bernkut;
a.  JPT utamea;

1. memiliki  kualiika=st  pendidikan paling
renclah pascasarjana,

2. memiliki KEompetenst Toknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
gosual standar kompelenst Jabatan yang
ditetapkarn;

3. merrliki . ..
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3. memiiiki pengdlaman Jabumtan daxlam
Licdang ugas vang terkait dengan Jabatan
vang akan didoduk] secara kamulaul
paling singkatl selama 10 fsepualuh) tabang

4.  mmemiliki rekam jejak Jabatan, intcgritas,
dan moralitas vang hak;

5. usia paling tinggl 55 {lima puluh lima)
tahun; dan

5., sehat jasoani dan robani.

JPT madya:

1. memiliki kualifkasi pendidikan paling
rendah pascasarjana;

2. memiliklh Kompelensi Tekois, HKompetens
Manajerial, dan Kmmnpetens] Sosial Kaltural
scsual standar kompetenst Jabatan vang
diletapkan,

3. momiliki | penealaman Jabatan dalam
bicdanp tupas yvang terkait dengan Jabatan
vang akan  dwdodukil secsra kumuoleot
paling singkar selama 7 [tuah) tabuan;

4. memiliki rekam Jojak Jabatlan, inlegrites,
dan moralitas yaog bhalk;

5. uwsia paling tngel 23 {lima puluh hma)
lahun: dan

6. sehat jasman dan rohani.

Chbespus,

k4. Kerentuan Pagal 178 dwabah, schinpga berbuny

scbapal borikun:

I*asal 178

Selain  mutas) danjfatan  promost sebapaimana

dimaksud dalam Pasal 177 avat {3), pcngembangan

Rarier dapat dilakukan melalul penugasan.

SK Mo 21834 A
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15, Db antara avat (1] dan ayal (2] Pasal 202 disisiplan |

146,

fsatu) ayatl, vaknl syat [la) serta awal [2] hohah,

schingpa berbunyt sebagal henbul:

(1]

(1]

(2}

Pasal 202

Poeoupasan sehagmmana dimaksud dalam
Paszal 178 merupsakan penugasan PHE untub
mclaksanakan lugas Jabatan di Iingloungan
mstansl pemerintah oataa Jdr Tuar anstans
pemerintall dalam jangka wakiu tertenlu.

Penugasan schagaimana dimaksod peeda ayat
(1} dilaksanakan dalam rangka optirnalisas
pelaksanaan  tugss dan pencapaian kinerga

OrgaIlsasl.

Kctentuan lebih largul mecypena peoupasan

diatur dengan Peraturan Menteri

Di antard aval (@) Jan avat (5) Pasal 203 disisipkan 1

(satu} ayat yakni dayat (4a), sehingga berbunyvi sebaga
hernkoul:

(1}

(2]

Pasal 20032

Pengernbaogan kompetensl sebazaimana
dimaksud delam Pazal 162 merupakan upava
untuk permenuhan kebutuhan kompetensr PNS
dengan standar kompetensi  Jabatan  dan
rencana pengembangan karier.
Pengembangan kompelens SElE R HLTTAT LY
dimaksud pada aval (1) dilakukan  pada
tinpkar:
a. instansi
k. nasonal

3] Setiap . ..
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Setinp PNS memiliki hak dan kesempatan yang
satmna unrtik ditkutscrtakan dalam
prngembangan kompelensl selAagaumana
ditnaksud pada ayat (L}, dengan
memperhatikan  hasil penilalan kinerja dan
penilaian kompelens PNS vang bersangkutar,
Pengetnbangan  kompcotensi bagl sctiap NS
schagaimana dimaksud  pada aval  [3)
Jilakukan paling sedikit 20 [dua puluh) jam
pelajaran dalam 1 [satu) tahun.

Prnpembanean kompiensi sebagaimana
ditnaksud pada avat |3] dilaksanakan melaba

pendekatan sistem pembelsjaran lennlegrasi
{sxrprreete wabersity).

Untuk mernyelocngparakan penyembangsan

kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), PPK wajib:

a. moenctapkan kebutuhan dean rencana
pengermbangat komperensi;

b, melaksanakan peogembangan kompelesns,
ilan

c, melaksanakan  evaluas pengembangan
ki perensi.

Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingps beclanyt

stehgral berikiar:

(1]

2]

Fasal 217

Prlaksanaan penEembangan Komperensi
Manajerial dilakukan melalal jaluc pelatihan.
Pelaksanaan pocigembangan hrrmpelens
Manajerial melalui jalue pelactihan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan melslu
prlanban sirukiucal.

{3] Pelatihan . . .
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{31 Pelatihan struktural sebapaimana dimsaksod
pada asat (2) terdinl alas:
a. kepomimpinare madyva;
b, kepomimpinan pratams;
. kepemimpinan adeninislrator; dan

kepemimpinan pEnpawas,

18, D1 anlara Pasal 217 dan Pasal 218 disisipkan 2 {dua)
pasal, yrkoi Pazal 217A dan Pasal 217B. schingea
berlanyi sebagai berikut:

Pasal 217A

(1} Pelatihan struktural  kepemimpnnan madya
dizsclenggarakan cleh LAN.

(2] [Pclatthan struklucal  kepemimpinan pratama,
ke permimpimn e admwunistrater, dan
kepemimeinan pengawas diselenggarakan oleh
LAN  afau  lembaga pelatihan peomenniah

terakreditasi.
¥ Ketentuan lcb LAyt [NENEE Al
penyelenggaraan prlatihan struktural

kepemimpinan disaiur dengan Pecararan LAN.

Pasal 2178

(1) Akreditasi pelatihan struktural kepomimpinzan
dilaksanakan cleh LAN.

(2]  Dalam pelaksanaan pengarnbangan
Kompetensl Manajerial sebagaimana dinaksud
dalam DPasal 217 awal (l), LAN dapat
menvetarakan pelaiihan Kepemimpinan ses11a1
denpan kerentuan perundang-undangan.

t3) Ketenotuan lebib lanjot mengena akreditas) dan
penyeiaraan pelatihan kepemimpinan
sehapoimana terscbut pada avat (1) dan awal (2]
diztur dengan Peraluran TAN.

19, Eerenbaan , .

S No 023187 A
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19, Ketcntuan Pasal 220 diubah, sehingga berbungi
sebapgal berikur,

Pasal 250

PHE diberhentikan lidak dengan hormal apalila:

. melakukan penvelewengan (erhadap Pancasila
dan Undang-Theleng Dasar Negara Republik
Indomesia Tahan 1945

L. dibukum penjara atan kurungan berdasarkan
putusan  pengadilan varg telah menulika
kekuatan hukum  terap karena melakukan
tindak pdana kejahatan Jabatan atau tindak
pidana  kglahatan  vang ada  hubungannys
dengan Jabatan,

¢ memadl anggeta denfatan perghdnls partaE
prlitik; alau

d. dipidana dengen pidana penjara berdasarkan
pllugan  pengadilan yang  telah memilile
kekuatan  hukum  terap  karena melakukan
tindak pidana dengan hukuman pudana poenara
paling singkat 2 (dua) tahun dan mdana vanpg
dilakukan dengan berencana,

20, Ketenluan Pasal 254 diabah, sehingga hecbunyi
st:hagal benkuat:

Pasal 224

(1] PNE wajib menguondurkan diri sebagai PNS
pada saat ditctapkan scbagai calon Presiden
dan Walial Presiden, Ketua, Wakt Ketua, dan
Angpota  [Dewan  Perwakilan Rabvar,  Kena,
Wakil kKerua, dan Anggota Dewan Pernvalalan
Dacrah, Gubemur dan wakil Gubernur, atau
Bupati/ Walikota  dan Wakil  Bupan fWakil
Walikola  olelh lembaga  vanp bertugas
melaksanakan perrulihan umam,

(2] Permvataat . . .

K Mo 023434 A
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(2]  Pernyataan pengunduran  dirl sebagaimana
dimaksud pada avar (1] ridak dapat ditank
kembali.

(3] PN5 yang menpundurkan dint schapaimans
dirmaksud pada ayat [1] dibecrhentikan dengan
hormat sebagal PNS.

(4] PNS vanp melangpsr kewsjiban sebagaimana
dimaksud pada aval (1] diberhentikan tidak
dengan hormal sehagal PS5,

(2]  Pemboerhentian dengan hocmatl  aebapar PNG
sebapaimans dimaksul padas avat (3] berlakou
terhireng toulai akhic bulan sejak PRS yong
hersangkutary  ditetapkan  =cbapal  calen
Presiden dan Wakil Presiden, kelua. Walal
Ketua, dan Angpolia Dewan Peraakilan Rakyal,
Kotua, Wakil Ketua, dan Anggora Dewar
Peraakilan Tlaegrah, Gubernue dan Walkil
Guhberoyr, ataly Bopat/Walikora  dan Wakil
Bupali/Wakil Walikota nleh lembaga vang
hectupas melaksanakan perruliban umun.

Ketentuan IMasal 280 diubah, schingpa berbunsi
scbagat brerikout:

Fayal 230
Pernberhentian sementara sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 27& burnf © berbaku sejak PNS ditahan.

Ketentuan PMasal 215 diubah, schingea berbunmi
schagal berikut;

Pazal 3145

PSS yang mendudukl Jabatan gura pada sekolah
dan Jabatan dosen parids perguritdan Ooppl Yang
mendapar litiran menuraf peraturan perundang-
undanpgan, berhak mendapatkan cutt tahanan.

23, Ketentuan . . .
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23, Ketentuan Pazsal 320 diulkah, sehingsa berbuny

sebagal berikut:

(1]

(2

(3]

(4

(=)

Pasal 320

PNZ vang sakit borhak atas cutl sakit, dengan
ketentuan  PNS  wvang  bersangkutlan  barus
mengajukan permantasan secara terluhs kepada
FPK atau peiabal yang menerima  delegasi
wowenang uantuk memmberikan hak atas cuti
sakit denpan melampickan sucat Keterangan
dokler baik o7 dalam maupuan luar negen yvang
memiliki izin praktek vang dikcluarkan oleh
pejabat instansi vang berwenang,

Jurat  keterangar  dokter  sehbagaimans
dimaksud pada ayat (1] paling sedikil memuoat
pernyataan tentang perlunys diberkan oo,
lamnanya  cutl, dan kelerangan lan vang
diperluksan.

Hak =ias cuti sakit sebagawnana dimaksud
pada ayat (1) dibemkan wntuk waktu paling
lama 1 [saru] rahun.

Jangka waktu  cutl sakit sebapaiooana
dimaksud pada ayal (&) dapst ditambab unruk
paling lama & (enam) hulan apabila diperlukan,
herdasarkan  surat  keterangan  tim  penga)
kesehatan yang ditetapkan oleh Menterl vang
menyelenggarakan urasan pemerintahan  di
bidang kesehatan.

PNS wang tdak sembuh darn peovakinga
dalam jangka wakiu sebagasimana dimakesud
padda myval (3 dan ayat {4], harus dingl kembali
kezehatarnya oleh tm pengun kesehalan vang
ditctapkan nleh menreri yang
menvelenprarakan  urusan  pemerictahan di
bidang kescharan,

&) Apabila ...
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Apabila berdasarkan hasik pengajian keseharan
sebagaimana dimaksud pada ayal [o] PNS
helum sembubh dari penyakitnya, PNS yang
bersanegkulan  diberhentikan dengan hormai,
dari Jabatannva  karcna  sakit dengan
mendapat  uvang tanggu scsual dengan

ketenluan peratursn peruodang-undangan.

24, Ketentuan Pasal 339 diamtara ayal (1) dan avat (2}

disisipkan 1 [satu] avat yakni ayat (la), dan avat (2}

sampal dengan evat (4} dmabah, sehingga berbunyi

sebagal benkut:

(1]

(1

(2]

[3)

Pazal 339

Hak alas cuf zebapaimana dimaksud dalam
Irasal 310 hurul a sampal dengean hanad @ yang
akan cijalankan di luar negen, hanya dapal
tliberikan oleh PRK.

Dalam  hal  diperlukan PP sebagaimana
dimaksud pada aval [1] dapat memberciloa

kuasa kocpoada pejabat lain di inghkungannya

Nalam hal vang mendesalk, selhungza PNS yang
hersanghkuian tidak dapat menungaud
keputusan dan PPK alau pejatear lain yvang
mendapat kuasa scbhbagzimans dimaksud pada
aydl [} dan ayat [la), pejabat vang tertingel di
tcmpat FMNS vang bersangkutan bekerja dapas
meomberikan  1Zin sementard  secars feTiulis
wntuk mengeunakan hak atas cut.

Pewberian 1zin o sementard sehbapnimana
dimakzud pada avat [2] haris  segera
diberitahukan kepada PPK atau pojabat lain
vang mendapar kuasa.

i4) PPK . . .
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PPE atau pefabm! ain yang mendapat koaza
serelah menerima pemberitahuan sebapaimans
dimaksud pada ayat (3) menberikan hak atas
cuci kepada PMNE vang bersanpkuatan,

Keleniuan Pasal 34% avar {1] diubabh dirambahkan 1
[satu) humaf yvakni hurab k, ayal (2 dwabab, dan
ditambahkan 1 [sami} avat yakni ayat [3), schingga
berbunyi scbagai berikuat:

(1]

Pazal 349

I'INE vang diangkat mengacdn

g, ketua, wakil lgctaa, dan ATLER LA
Mahltamah LKonstitus;

b, ketum, waki] ketus, dwen oanpgpora Badan
Pemenbsa Keuangan,

. ketua, wakil ketua, dan angpotd Kook
Yudizial;

d.  ketus iJare wakil ketua Komisl
Pemberantasan Tindak iidana Korapst;

. tmenten dan jabatan setingkal menler;

. kepala perwakilan Repubdhk Indonesia do
luar negeri yang berkedudukan  scbagal
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Fenuh:

E  puUnpInan alau Argrpota lembapga
nunslrkiuacat;

h.  walidl menceri

i.  sraf khusus;

i pimpinan atauw stal pada  oreanisasi
internasicnal; dan

k. Jabatan lain  pada lembaga selmn
komenierian lembaga pemcrintah
nankementerian . vang  diangkse dan
diberhencikan oleh Prosiden;

pads 5441 mencapai Batas Usia Pensiun selama
masa jabatannova, diberhentikan dengan
hormat sebaga PNS, dengan memdapat hak
krpogawaian berdasarkan ketentuan peraluran
perundang-undangace.

(2] Bata=z . ..
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Bales  TUsia Pensivn PNS selwapaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 38 [ima pulub
delapant lahun dikecualikan bagi PNS vang
menduduki JF,

Batas Usia Pensiun bagt PNS vang dikecualikan
sebagaimana dimaksud  pada  avat (2}

ditctapkan scsual dengan Balas Usie Pensiun
pacda JF terakhir yang didudulki.

Ketentuan BAB XL ditambahkan | [=atid) bhagian
vaknl Bagian Kelima, 2 [dua) pasal vakm *asal 2004
dan Pasal 350B, schingka Bagian Kelima berbuny
sehapa berilur:

Bapian Kelima

Penyetaraan Jabatan PNS Karena Menataan Birokras

[ anlara Pasal 350 dan Pasal 321 disisipkan 2 [dua)
pasal, yakni Pasal 3304 dan Pasal 3530B, schingea
berbunyi sebapa berikir:

i1

{2]

i1

(<]

Pazal 3504

Dalam hal diperlukan penatasn bieokeasi,
penvesuoan  jabatan ke dalam  JF  dapat
dilakukan penyetaraan jabalan.

Penvetaraan jabatan schagaimana dimalkesud
pada ayal [1] diature dengan Peraturan Menteri

Fasal 3508

Dalam  hal  terjadh perubahan kebijakan
pomerintah mengenal penslaan barokrag vang
Levdatnpalk terhadap perubshan pengaturan
MANAJEML N Bpardlur sipalb nepara pada inslansg:
pemerintah maka Presiden dapat mencrbitkan
Peraturan Presiden.

Proerbitan Peraluran Presiden sehagaimana
dimaksud pada avat (1} disertan  dengan
pertimbangan teknis dari Menteri.

28, Keleniuan . ..
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Ketentuan  Pasal 352 dinbahb, sehingps bertasins
sebapal beriloul:

Pasal 352

Pangkal cdan polongan raang PNS vang sudah ada
pada sagt Peraturan Pemerititah ini mulan berlakun,
tetap  berlaku  sampal deongan  diberlakuokanoos
ketentuan mengenal pangkat PNS berdasatkan
Peraturan Pemerintah menpenat pangkal, gap, dan
tunjangan  PNS sebagan pelaksanaan Ulndang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 leniang Apacature Sl
MNeogara.

Dl antara Pasal 352 dan Pasal 353 disisipkan 1
[salu] pAasal, vakni Pasal 3324, sehingga berbuny
sebagal berikut:

1’agal 3524
I'angkat dan golongan ruang mashb dipergunakian
schapgal syaral pernganghkalan dulam jabatan satnpai

dengan dilerapkannyva Peraruran Pemerintah yang
mengatur tentang pangkat.

Di antara Pasal 360 dan 1'asal 361 disisipkan 1
isatu} l'asal, vakni Pazal 3604, sehinpggs bertine
schapgal borikut;

Pasal Aa0A

Tunjangan Jabwlan  [Fangsional  tetap  dapat
dibayvarkan  sampal denpan diundanpkannya
Peraturan Femerintah »A0g mongatur @olEang gEp,
tunjangan, dan fEsililas

Pa=zal 11

Peraturan Pemeriniabk ind muolal berleko pada tanggal
diundlangkan.

PAT L
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Apar =zetiap orang  fmenpgelahuings, memerinlabkan
penpundangan  Peraturan  Pemerintah ind dengan

penempatannya  dalam Lembaran  Megara  Repuhblik
Indonesia.

Ditctaphkan di -Jakarta
pada tangeal 28 Febouari 20020

FRESINDEN REPUBLIK INDONESLA,
L.
JORS WD

Dindanghkan i Jakartia
pada tanggal 28 Februan 2020

MENTEREL FIUKUM DAN HAK ASAST MANLTSIA
REPURLIK INDONESLA,

becl.

YASODNNA H. LACHY

LEMBARAN NEGARA EEPUBLIK INDONESTA TANUN 2020 ¥OMOR &8

Salinan sesual dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUELIK INDONKESLA
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FIEM JETASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESLA
MOMOE 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2037
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAL NEGEER] SIPIL

I.  LAMUM

Penvelenygparaan Manajemen PX5E dilaksanakan oleh Presiden
selaku  pemegang  kelwasaan tertinggl pombinoon ASM dengan
kewenangan untuk Kewenangan —menctapkan  pengangkatan,
pemundahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen
*Ms di Instanst Pemerintab sesusl dengan kelentuan peraturan
perundang-undanesn.,  Selapjulnyd,  kewenangan tersebol Gapar
didilepasikan kepacda PvB dalam pelaksanaan proses pengangkatan,
pemindahban, dan pemberhentipn PHNS sesbal dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan. Naroun desnikian, apabila rerjadi
pelangraran prinsp s1aein meric yang didakukan oleh PPE atau
untuk meningkatkan efektifitas  penyvelenggaraan pemerintahan,

Iresiden dapat menarik kemball pendelegasian kewenangan,

Untuk pemenuhan kebutuhan organisast dan pengembanpan
kumer PANS, pengastan JPT melalan mutast dar saig JPT ke JPT yang
lain dapar dilakukan dalam satu instans: dan antar instana melabin
Ui lkernpetens sesual denpan persvaratan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain JET, schagal jaminan karicr PNS vang
ditugaskan, perlu diarur kemball terkait dengan ketentuan batas usia
pensiun . pejabatl opsional yvang diberhennkan sementaca. Lebh
laue, selain mutas: danfatau promosi, penpembangan <arier juga
dapat dilakukan melalul penugasan lingkunson :nstanst pemerntah
gtaw d1 luar instans) pemernintah vaneg dilaksanakan dalam rangka

optimahsas pelabsanaan {ugas den pencapeian Kinemd orgatisas.

Dataimn . ..

K Mo 023344 A
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Dalam hal penpembangan kaner PNS dalam JF, Pejabat
Fungsional beorkedudukan dibawalh dan bertanggung jawab sccara
langsung kepada pejalwr pimpinan tinggl maedya, pejabar pimpinan
tioggl pratama, pejabat admnistrarnr, atad pejahalb pengawas vang
memilikt keterkailan denesn pelaksanasn tagas JF, duan
pengangkatan P'NS dalam JF dilakukan melalal penpansgkatan
pertama, pengangkatan perpindahan, pengangkatan penyosualan,
mpassmg,  dan promosi. Selain ito, dengan adanya penetapan
kedudukan JF lersebul, maka Inslans: Pembuna memabki fbgas puls
dalam menyusun informas faklor jabalan untuk svaluss jalatan,

Salah zatu hak bapi M5 yaitn pengembangan kompoetons
doan cuti. Pada dasarnya pengembangan  kompetenst  adalah
meripmkan upava untuk pemenubarn keburuwhan kompetensi PHNS
denpgan standar kompelensi Jabatan dan rencana  pengembropan
karier. Saal ini, metade vang lepal dalam pengembangan kompeatens
vaitu  peondockatan  sistom poembelajaran tenntoprast  (ocorperate
urtiversity]. Scdangkan  eutl dilaksanakan  untuk  menjamin
pernenuhan hak aras keseparan jasmani dan rohani PN,

Penataan  bkirokrasi  merapakan  salab sato kebijakearn
pemeriniab yang heclujuare salab salunya adalah wotuk
penvederhanoan bhirokeas:. Eetyakan 1m dapat herdampak ierhadap
pecrabahan peonpaturan manajcmen aparatur sipll negara  pada
instansi pemerineah maka Presiden dapat menerbitkan Perataran
Prezsiden. Adalah tugas pemermtabh untuk tetap dapar menjaman
karier dan juga biak PNS yang erkena dampak penalasn birokoas:
dalarm peovelengparagn manajemen.

Feraturan Pemerintah ine berst kelentuoan mengens beberapa
perubahan dalam ketenluan Manajemen PME vany mengatur 1entang
pendelepgamian  kewenanean Presiden, keduaduokan JF, matast JPT,
penugasan FNS, peneembangan kompetens, BUP Prabat Fungsional
yang dibwerchenlikan semmenlara, dan ketenluan penyelarasn jabatan

akitat da penalaan Inrokoas.

[[. PASRAL ...
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Prasal |

SK Mo X4l A

Angka 1
Pazal 3
Cukup elas.
Angka 2
FPasal 344
Cukup julas,
Angia 3
Pasal 46
Cukup jelas,
Anphka 4
Prgnl 67
Cukup jelas,
Angka 3
FPazal 74
Cukup jelas.
Anghka &
Pazal 7H
Cukup jelas.
Anpka 7
Pasal 78
Culkupn jelas.
Anghka &
Pazal 94
Culkup gelas.
Anpla 9
Pasal 106
Cukup jolas.

Angka 10 ...
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Angka 10}
Pusal 107
Cukup jelas,
Angka 11
Pazal 108
Culsugy jelas.
Aneka 12
Pasal 132
Cukup jclas,
Anplka 13
Pasal 159
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 174
Cukup jelas.
Anpka 135
Faszal 202
Cukup jelas.
Anrka LG
Paxa] 2003
Cudup julas,
Angka 17
Posal 217
Cukup |clas.
Angka 1H
Pasal 217A
Culap jelas.
Pazal 2178
Culup jelas.
Angka 19
Pasal 250
Cukup jelas.

Anpka 20 .
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Angka 20
Pasal 254
Cukup jelas,
Angla 21
Pasal 230
Cukup jelas.
Angha 22
Pasal 315
Cukup jelas.
Angka 23
Fasal 320
Cukup jelas.
Anglea 24
Pazal 334
Cukup jelas.
Angka 25
[*azal 349
Cukup jelas,
Anpka 26
Cakup jelas.
Anpla AT
Pasal 3304
Arat 1)
Yang dimaksud de ngan
Jjabatan” adalabh Pengangkalan
Admimarrasi ke dalam
Fungsional melalui Ponoyesuaian/Inpassing
pada jabalan fungsiondl vang setara

Al [2)

TS LATEAT
Pejabial
Jahatao

Cukup jclas.

Pazal 3508 . . .
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Pasal 2508
fAvat [1]
Yang dimmaksud dengan  “berdampak
rerbadap perubahan slaiat-FelalTeilyl

ranajemen aparatur sipl negara” misalnya
adalah, pometaan popawal, pela karier, peta

jabaran, penilaian kinera, hak kewangsn

scportl tunjangan engEsional, kelas jatbaiarn,
funjangan kinerja, atau hak PNS lawnova
HEE14A peraturan  perundang

Lmlungan.

kKeferntuan

Ayat 2]

Atgha 2#
Pasal 352

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 29

Paval 252A

Cakup jelas.

Argrka G0

Pasal 3&0A

Culup jolas,

Pasal [[

Cukup jelas,
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